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Disahkan 
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Masyarakat (SKM) 
 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA: 

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik 

- Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik 

- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 
- Permenpan-RB No. 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat 
- Permenpan-RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat 
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat 

- Memahami tugas dan fungsi penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat 
- Memahami Pedoman Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat 
- Memiliki kemampuan Statistik Dasar 
- Memahami tata cara Survei Kepuasan Masyarakat 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

- SOP Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) - Komputer, Alat Tulis Kantor (ATK) dan Telepon 
- Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat ini tidak dilaksanakan maka 
kinerja pelayanan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik tidak dapat ditingkatkan. 

Disimpan sebagai dokumen fisik dan elektronik 
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